SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Meimbang

Mengingat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 dan 17 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan
Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 99);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan
Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

13. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/
2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu
Kendali untuk KPU ProVinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten /Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan
Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA.

Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. |

Perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum
KESATU  terdapat dalam  Penyelenggaraan = Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Komisi

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota




KETIGA

KEEMPAT

Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai
Penanggung jawab dalam menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai wewenang dan
tanggung jawab sebagai berikut :

a. melakukan pengisian kartu kendali Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

. menjalankan manajemen risiko;

. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan

penyelenggaraan SPIP;

. menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah yang mencakup unsur Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

. dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
menyampaikan laporan pengisian kartu kendali setiap
bulan sekali dan laporan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah setiap enam bulan sekali
kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yogyakarta;

. menyampaikan laporan pengisian kartu kendali Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah setiap 1 (satu) bulan
sekali dan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

. Laporan hasil pengisian kartu kendali Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah dan laporan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah ditandatangani oleh
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta serta
disetujui oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta yang menangani tugas dan fungsi di divisi

hukum dan pengawasan;

Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
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sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

a. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional
prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

b. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan
Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;

c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan
petunjuk teknis dan standar operasional prosedur
penyelenggaraan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; dan

d. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA¥QGYAKARTA
Kepala-Sub. Bagian Hukum dan SDM
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